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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DaERAH TINGKAT II SURAB.YA

NOMOR : 22 TaHUN 1977

TENTANG .

PEMAKAIAN DaN RETRIBUSI TaNaH Y.iNG DILOLA OLEH PEHERINTAH

" KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SUR.LBAYA

DENGAN RAKHMAT TUHLN YANG McHA ESa

WALIKOTAMADYA KEPALA DLERALH TINGKAT II SURABAYA

Bahwa dalam rangkz meningkatkan pelayanan kepada masya=-
rakat berhubungan dengan pemakaian tanah serta untuk me

nyesuaikan penggunaannya menurut perencanaan tata kota,

dipandang perlu mengatur kembali tata administrasi, ke-

tentuan-ketentuan tentang penggunaan tanah dan besarnya

retribusi j

Bahwa ketentuan tarip sewa tanah sebagaimana diatur da-
lam Keputusan DPRD-GR Nomor ‘3E/DPRD-GR/Kep/71, sudah ti
dak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan perubahan dan.

penyempurnaan dalam bentuk suatu Peraturan Daerah.

~

Undang=-undang Nomor 5 fahun 1974 ;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 ;

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 jo Undang-un-
dang Nomor 1 tahun 196§ ;

Peraturan Menteri agraria Nomor 9 tahun 1965,

Dengan persetiijuan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kotamadya Daerah Ting=-

% B M-U T U8 oK -a-zg :

| MENETAPKAN  : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerch Tingkat II Surabaya ten-

tang Pemakaian dan Retribusi tanah yang -
dilola oleh Pemerintzh Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya.

Bi‘x B I
KETENTUAN UMUM

/

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 3

Pemerintah Daerah ialah :hPemeriﬁtah_thgmaﬁxgugqgrapwﬁhb

Tingkat 1I Surabaya ;
Kepala Daerzh ialzh : Walikotamadya Kepgla~Daerah -
Tingket II Sursboya.
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c. Tanah ialah . Tanah yang dibawah penguasaan langsung
Pemerintah Deerah j
2, Pemakai tanah ialah: Orang atau Badan Hukum yang mendapat
ijin dengan Suret Keputusan Kepala D2
: erah untuk memakai tanah ;
e, Balik nama ialah 3 Pengalihan ijin pemakaian tanah dari -
pemakai tanah yang lama kepada Egmakai

tanah yang baru.

B i B IT
PERIJINAN
Pasal 2

Setiap penempatan, pemakalan, penggunaan atau pengalihan ijin
pemakaian tanah harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah.
Pasal 5
(1) Yang berhsak memperoleh ijin pemakaian tanah, ialah orang -
atau badan hukum yang mengajukan permohonan ‘ijin pemakal-
an tanah kepada Kepala Daerah.
(2) Ketentuan-ketentﬁan yang berhubungan dengan syarat—syarat

serta tata cara permohonan ijin akan diatur lebih lanjut

oleh Kepala Daerah.
Pasal 4
(1) Surat ijin pemakaian tanah dibedakan dalam 3

a. Surat ijin pemakaian tanah berwarna hijau ialah surat

ijin yang diberikan atas pemakalan tanah yang sesuai -

dengan perencanaan kota.

b. Surat ijin pemakaian tanah berwarnzakuning ialah surat

ijin yang diberikan atas pemakaian tanah atas tanah -
yang sebagian terkena garis sempadan atau tanah dimak-
sud kurang dari ukuran luas yang disyaratkan berdasar-
kan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

ci Surat ijin pemakaian tanah berwarna merah ialah surat

ijin yang diberikan kepada pemakal tanah atas pemakai-
an tanah yang tidak gesuai dengan perencanaan kota, te
tapi rencana dimaksud belum segera diwujudkan dan atau
pertimbangan-pertimbanggn tertentu diberikan ijin se -
mentaras

(2) Surat ijin pemakaian tanah berwarng hijau berlaku untuk -

masa 3 (tiga) sampai 5 (1ima) tahun dan dapat diperpanjang

lagi-

(3) Surat ijin pemakaian tanah berwarns Juning berlaku untuk
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masa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, sclama belum -

ada penertiban dari Kepala Daerah.
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merah berlaku untuk masa 1

(4) Surat ijin pemekaian tanah berwarna
selama Pemerintah Daerah/

(satu) tahun dan dapat diperpanjang

Kepela Dacrah belum menggunakan untuk keperluan sesuai dengan

tata: guna tanah yang telah ditetapkan.

B AB III
KAJIBAN PEMAKAL TLNAH

Pasal 5

Pemalkai tenah berkewajiban untuk 3

a, Membeyar retribusl sebagaimana dimaksud dalam pasal Te

b. ﬁemanfaatkan/menggunakan tanah sesuai dengan ijin yang diberi

X

kan,
c. Tidak mengalihkan haknya

S pihzk lain dengan tanpa ijin dari Kepala Daerah.
ksud dalam Surat Ijin

baik sebagian atau seluruhnya kepada

d, Mentaati ketentuan lain sebagaimana dime
*  pemekaian tanoh.

RADB Iv
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

Setiap pemberian ijin pemakaian tanah dikeralon retribusi sebagail

berilut -
a. Untuk tempat usaha dikenakan bagil :
sebesar 2 (dua) kali retribusi tahunan.

Bella Pemakai lama
a.b. Pemalai baru sebagai akibat penunjulkzn sebesar 5 (1ima) -

. koli retribusi tzhunan.

a.c. Pemakai baru scbagail akibat penertiben sebesar 10 (sepuluh)

kz1i retribusi tahunan.

a.d. Pemakai baru sebagail akibat pengalihen ijin pemakaian ta -

neh sebesar 8 (delapan) kali retribusi tzhunan.

b. Untuk Rumch Tangga dikenakan bagi

Porpanjangan 1ijin sebesar 5 (lima
2i akibat penertiban scbesar 10 (sepuluh)

beae ) kali retribusi tshunan.
b.b. Pemakai baru sebag
k=1i retribusi tahunane

beCe Pemza'ta
Juh) keli retribusi tahunan.
b.d. Permakai baru sebag

sebesar 10 (sepuluh) kali retribusi tahunan.

Pasal T

ah dikenzkan retribusi tahunan, untuk tiap-tiap

(1) Setiap pemakeian tan
mete~ percegl besarnya sebagai berikut @

Jicai baru Sebagai akibat penunjukan sebesar 50 (limapu -

ai akibat pengalihon ijin~pemakaian~tanah-
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(2) Pansh ysng peruntukannya sebaert dnerah compuran, retribusi pena
makaian tanah 1ikenakan ataa luss tanah yan? effektxve diperguna

(1)

b.

Ce

d.

€

Be

h.

kan untuk uaaha,
‘nah vntuk rumah tangah yhtg terletak di Jalan kelas 1 (satu).

Tenah yang dxgunekan sebagai tempat usaha ysng terletsk di-
Jalan kelss satu “dit eu&y!dl sebesar -3.203,— {uha*guuu Ta -
piah) ; ;

Untuk tanah ysng digunakan sebagai tempat usaha yang terle-
tak di Jalan kelas dus ditetapkan sebesarl Rp.180,-(seratus-
delspan puluh rupiah) j ;

Untuk tanah yang digunakan sebagai tempat usaha yang terle=~
tak di Jalan kelas tiga ditetapkan sebesar Rp.150,~ (sera -
tus limapuluh rupiah) ; .

Untuk tanah yang digunakan sebagail tempat usaha yang terle-
tak di Jalan kelas empat ditetapkan sebesar Rp;léo,- (sera-
tus duapuluh rupiah) ;

Untuk tanah yang digunakan sebagai rumah fengga yang terle-
tak di Jalan kelas satu ditetapkan sebesar Rp.18,- (delapan

"

belas rupiah) ;

Untuk tanah yang digunaskan sebngal rumah tangga yang terle- .

tak di Jalsn kelas dua ditetapkan sebesar Rp.16,- (enambe -
las rupiah) ;

Untuk tanah yang digunakan sebagai rumah tangga yang terles
tak di Jalan kelas tiga ditetapkan sebesarT Rp.14,-(empat be
las rupiah) ; -
Untuk tanah yang digunakan sebagai rumah tangga yang terle-

$ak di Jalan kelas empat ditetapkan sebesar Rp.12,- (duabe-

las rupiah).;

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 8.

Ijin pemakaian tanah dicabut apabila 3

=1

b.

Ce

de.

Penyewa melanggaT ketantusn dalam pagal 5 Peraturan Dacra
ini.

Tidak mengajukan perpanjangan ijin pemakaian tanah selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah habisnya masa berlaku ijin

tersebut.

Pidsk membayar uang wajib tzhunan berturut-turut selama 2 -

(dua) tahun. i

Tidsk mengajukan permohonan perpangangan/;gln ballk nama pe

makaian tanah, selambat-lambatnya dalam @aktun2 2 fdha) bulan

setelah pemegang ijin lama mengalihkan haknya.

selan*kan elsanya likenskan menurut tarip sewr tz
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(2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian tanah, pem-

kai tanah dikenakan denda sebesar 5% (1imaperseratus) dari -

uang retribusi tahunan. B AB VI
KETENTUAN PRRALIHAN DEH PCNUTUP

Pasal 9

. Hal-hal yeng belum diatur dalam Peraturan Daerzh ini,akan diatur le-

bih lanjut oleh Kepala Daerah.

.

Pasal 10

L]

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, meka ketentuan tarip ==-
wa tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD-GR Nomor 3E/ -

DPRD-GR/Kep/71 tanggal 6 Mei 1971 dinyatakan tidak berlaku lagl.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah -

tanggal pengundangannyas

Ditetapkan di - S UR ABAYA
Pada tanggal i .9 DESEEBER 197T.

swAN PERWAKILLN RAZYAT DAERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
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PENJELASAN PERATURAN DAERAE KOTAMADYA DAER.E WLiGIAT II SURABAT ik
' NOMOR. 00 A S s
TENTENG” _ e
PRIAKATAN DAN RTTRIBUSI TANAH YiNG DIIOLA OLE‘H
POMZRINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA

PENJEL&SAN UMUK 2

Perkembangan pembangunan phisik kota yang semzkin pesat monghadanan
Pemerintah kepada pengeturan kemball pemakaian tenah sesuai dengan perenca—
naan tata kota.

Tanah sebzgai #alah satu kekayaan daerah aiusahakan agar penggunaan~
nya secara naksimal dapat menun jang pembangunan daerah diberbagai sektor.

Dalom rangkaian kéepentingan tersebut diatas maka tanah—tanah yang
dibawah penguasaan langsung Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabayz

- akan dltata/&lazur secara bertahap, sesuai dengan pencena bagi terwujudnya

suatu lingkungan hidup yang lebih sehat,

LT &*W-Lu'.:

Untulr itu kebijaksanaan perijinan pemaksian “‘tanah- daanahkanypaﬂahpﬁgw um.ﬂ.ﬁq;‘_.

capaian maksud tersebut. Hal ini jelas tampak pada pasal~-pasal yang mengatur
kwalitatif ijin pemakaian tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 4.

Selain dari pada itu dalam Peraturan Daereh ini diatur pula mengenai

retribusi tcnah yang harus dibayar oleh pemzkai tanah, sebagdimana tersebut
dalam pasal 6 dan pasal T. “

Menglngat pentingnya retribusi tersebut guna pemblayaan pembangunan
daerah dimena termasuk pula untuk pembelian tanah bagi kepentingan penyedi-
aan prasarana phisik, perluasan tempat permukinzn dan kegiatan sosial ekono
mi lainnya, mcke dalam peraturan Dzerah ini diatur pula mengenai canksi g£az
keterlambatan pembayaran retribusi tansah sebogcimana diatur dalam paszl 8.

Dengan ditetapkannya Peroturan Daerah ini diharapkan pengadaan tanzh
akan lebil ditingkatkan sehingga proscs pembanguncn daerah lebih dapat di -

dlnamlslra
PENJELAS&F PAS,L DIMI PASAL ¢

Pasal 1 sub d : Surat keputusan ijin pemekaizn tanah dimaksud pasul ini,
dalam pelaksanaannya dikelucrlkan oleh Kepala Dinas Tanah
& Rumah yang bertindak atcs nama Yepala Daerah.

Pasal 2 Lihat penjelasan pasal 1 sub d.

Setiap Badan Usaha yang mempuny-i harta kekayaan sendiri
misalnyz Perseroan Terbctas, Yaycsan dan sebagainya.

Pasal 3
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Pasal 4 ayat (2) : Mengingat kenyataan bahwa tidak semua tanah suda
~ada perencanaan detailnya, untuk itu kebijeskssnmn 4
perijinan pemakaian tanah ditetapkan sebagai beri

kut ) : ; 3
_ .

1. Untuk tanah-tanah yang sudph ada rencana dete-
ilnya ijin pemakaian tanah diberikan untuk = Id}
jargka waktu 5 (1ima) tahuni ' . N g@

2. Untuk tanah-tanah yang belum ada renoana dete-e

A
ilnya 131n pemakaian tanah diberikan untuk - 4;

_5:', : & jan gka Wakt,um,s. (—‘:b-__j"ga.-)\;,'-,t,a_hMIﬁ,-.-,.-_;--q-\..-'_-_-»-_==-'e'~=t: A M el : " E .—'N_“. ‘ :.
s T
Pasal 5 :+ Cukup jelas. %;

5 g .
Pasal 6 ayat (1) : Kelas jalan yang dimaksud dalam pasal ini ditentn = *i#
_ _ o

kan berdasarkan rencana lebar tanah j;_:lan sebagsi ;
berikut 3
; 1, Untuk jalan kelas satu, lebar tanah jalan sele
e : bar 8,5 (delapan.setengah) meter.keatas.

2, Untuk jalan kelas dua, lebar tanah jalan sele-
bar 5,5 (lima setengah) meter = 8 5 (delapan -
setengah) meter.

3. Untuk jalan kelas 'l;:.ga, lebar tanah jalan selg
bar 3' (tiga) meter — 5,5 (1ima setengah) meter.

4. Untuk jalan kelas empat, lebar tanah jalan sslg
bar 1,5 (satu setengsh) meter - 3 (tiga) meter.

Pasal 7 ayet (2)  : Ketentusn dalsm pasal ini dimakeudken untuk menm.
tur besarnya retribusi pemakaian tamah di daerakb
yang peruntukannya bisa digunakan untuk tempat L3

mukiman dan usaha.

Pasal 8 ayat (1) : Pencabutan ijin pemakaian tanah dalam ketentuan -
pasel ini skan dileksanzkan apabila pemakai tanzh
setelah mendapatkan tegoran selsma 3 (tiga) kali
dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata jum £

tidak mengindahkan.

ayat (2) : Untuk mengetahul besarnya denda yang harus dikenz
kah kepada pemakai tanah yang terlambat memperﬁql

jang/membalik nema sebagaimana dimaksud dalam pz~-
sal 8 ayat (1) d dapatlah dikemukakan dontoh sela. ... .be..

gai berikut : misalnya Ffetribudi pemskdian tanak f"‘

: yang harus dibayar pemakai untuk setahun sebesar ?;i;
‘Rps 3.600,- (tiga ribu. enamratus rupish) ; ‘make - ﬁ'jﬁf

dends yang dikenakan adalah sebesarl%b X Rp.3.600,~ iftf

= Rp. 130,- (seratus delapanpuluh rupish). s = oo

g
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